
B U P A T I L A M P U N G S E L A T A N
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR \X TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perusahaan di
Kabupaten Lampung Selatan dapat beijalan
dengan optimal, efektif, dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 82
Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan;

Pedoman

b. bahwa pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Pertama Peraturan Bupati
Lampung Selatan Nomor 82 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

berdasarkan

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang
Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk
Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Keija menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012
tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5305);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang
Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
438);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16)
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2023 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022
Nomor 24).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG
SELATAN NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan
Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 Nomor 201) diubah
sebagai berikut :
1. Diantara huruf h dan i Pasal 6 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf

yakni huruf ha sehingga Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) Program bina lingkungan, sosial, dan keagamaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,
melalui kegiatan antara lain:

a. pengelolaan lingkungan hidup;
b. pengadaan sarana dan pengelolaan persampahan;
c. pengadaan dan perbaikan sarana lingkungan

permukiman;
d. peningkatan fasilitas yang menunjang kegiatan belajar

mengajar;
e. pemagangan di perusahaan untuk tenaga kependidikan

dan peserta didik dalam bentuk kerjasama;
f. pengadaan sarana peribadatan;
g. pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
h. pencegahan dan penanganan stunting;
ha. penanganan sarana dan prasarana rumah tidak

layak huni; dan
i. pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat antara lain

air bersih, air layak minum, sanitasi lingkungan,
jambanisasi, dan MCK.

(2) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan
dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah
sasaran melalui kegiatan antara lain:
a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;



d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola
keuangan;

e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan
mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring
keija sama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;

f. meningkatkan kemampuan manajemen dan
produktivitas; dan

g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas.

(3) Program yang secara langsung ditujukan kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf c melalui kegiatan antara lain:
a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada

masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai
dengan kemampuan perusahaan;

b. penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan atau
warga masyarakat yang berkemampuan secara
akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;

c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-
proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan
fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro
dan kecil;

d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang,
barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/ jompo,
para korban bencana dan para penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS);

e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan,
kesehatan, olah raga dan santunan pekerja sosial; dan

f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan
keija bagi para atlet nasional/daerah yang sudah puma-
bakti dan bagi penyandang disabilitas yang mempunyai
kemampuan khusus.

(4) Program pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d melalui kegiatan antara lain :
a. pembangunan prasarana tempat ibadah;
b. pembangunan prasarana kesehatan;
c. pembangunan prasarana pendidikan;
d. pembangunan prasarana umum; dan
e. pembangunan prasarana lainnya yang mendukung

program pembangunan daerah.



B U P A T I L A M P U N G S E L A T A N
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perusahaan di
Kabupaten Lampung Selatan dapat berjalan
dengan optimal, efektif, dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 82
Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan;

Pedoman

b. bahwa pertimbangan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Pertama Peraturan Bupati
Lampung Selatan Nomor 82 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyelenggaraan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

berdasarkan

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang
Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk
Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);



3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Keija menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012
tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5305);

8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

9. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor PER-05/MBU/04/2021 tentang
Program Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
438);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16)
sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2023 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022
Nomor 24).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG
SELATAN NOMOR 82 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan
Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 Nomor 201) diubah
sebagai berikut :
1. Diantara huruf h dan i Pasal 6 ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf

yakni huruf ha sehingga Pasal 6 ayat (1) berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) Program bina lingkungan, sosial, dan keagamaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,
melalui kegiatan antara lain:

a. pengelolaan lingkungan hidup;
b. pengadaan sarana dan pengelolaan persampahan;
c. pengadaan dan perbaikan sarana lingkungan

permukiman;
d. peningkatan fasilitas yang menunjang kegiatan belajar

mengajar;
e. pemagangan di perusahaan untuk tenaga kependidikan

dan peserta didik dalam bentuk kerjasama;
f. pengadaan sarana peribadatan;
g. pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
h. pencegahan dan penanganan stunting;
ha. penanganan sarana dan prasarana rumah

layak huni; dan
i. pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat antara lain

air bersih, air layak minum, sanitasi lingkungan,
jambanisasi, dan MCK.

tidak

(2) Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b
merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan
dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah
sasaran melalui kegiatan antara lain:
a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
b. penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;



d. pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola
keuangan;

e. pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan
mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring
kerja sama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;

f. meningkatkan kemampuan manajemen dan
produktivitas; dan

g. mendorong tumbuhnya inovasi dan kreativitas.

(3) Program yang secara langsung ditujukan kepada
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)
huruf c melalui kegiatan antara lain:
a. hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada

masyarakat yang membutuhkan yang besamya sesuai
dengan kemampuan perusahaan;

b. penghargaan, berupa beasiswa kepada karyawan atau
warga masyarakat yang berkemampuan secara
akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;

c. subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-

proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan
fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro
dan kecil;

d. bantuan sosial, berupa bantuan dalam bentuk uang,
barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/ jompo,
para korban bencana dan para penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS);

e. pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan,
kesehatan, olah raga dan santunan pekeija sosial; dan

f. perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan
kerja bagi para atlet nasional/daerah yang sudah puma-
bakti dan bagi penyandang disabilitas yang mempunyai
kemampuan khusus.

(4) Program pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d melalui kegiatan antara lain :
a. pembangunan prasarana tempat ibadah;
b. pembangunan prasarana kesehatan;
c. pembangunan prasarana pendidikan;
d. pembangunan prasarana umum; dan
e. pembangunan prasarana lainnya yang mendukung

program pembangunan daerah.



ttd

ttd

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

2024

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal A
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

2024

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024
NOMOR JLGZ


